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RUU TNI DAN POLRI

Presiden-DPR Didesak
Hentikan Pembahasan

JAKARTA, KOMPAS — Pembentuk undang-undang, baik DPR
maupun pemerintah, didesak untuk menghenukmn proses

2004 tentang Ter Nasional Indonesia dan U mLmH n-
dang Nomor 2 Tahun 2002 m & Kepolisian \h»m RL
nan demokrs
gan undang-undang
ka Presiden menolak untuk memhAhmnv.L Namun,
Presiden bersikap sebaliknya, fraksi-fraksi partai polit
R diharapkan bersikap lebih tegas dalam mencegah RU L'
T dan RUU Polri sampai ke tahap pembahasan.

sebagai RUU usul inisiatif DPR, DPR pun t
draf kedua RUU itu ke pemerintah, Jumat (7/6/2024). Kini.
pembahasan RUU TNI dan RUU Polri tinggal menanti
persetujuan pemerintah melalui surat presiden (surpres)
sekaligus daftar inventarisasi masalah (DIM) kedua RUU.

i Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
at_dihubungi dari Jakarta, Minggu (5/6).
N/ n UU Polri seme:
asih banya
(Prolegnas) zn 20-2024
elang berakhirny
sa waktu empat bulan

dalam Program Tegil
yang belum tuntas di
DPR pﬁrlude 2019-: 2024

Namun, ia ti al Inuuu,unlnl
Tangkah itu. "Saya meyakini munculnya RUU TNT dan nﬂ'
Polri untuk dibahas sudah ada restu dari Presiden, .

Oleh karena itu, dinamika internal di parlemen Iehih bisa
diharapkan untuk mencegah pembahasan RUU TNI dan RUU
Polri. Rencana revisi kedua UU y u kontroversi ini
menjadi ujian bagi konsisten i partai politik
(parpol) di DPR yang kerap mengkritisi kebijakan pemerintah.
Proses tersebut pun akan
membuktikan sikap fraksi EEEE—
dalam mendukung demo-  Gisq waktu empat
kmh.~d perimbangan ke- T terlal
kua dan  partisipasi an juga alu
pubhk yang bermakna da- singkat untuk
lam perumusan legislasi. membahas RUU

E t

Ia melanjutkan,
mungkin bagi f yaqg.bei_l;lm pernah
parpol pemba
hasan RUU. “Persis yang ke publik.
dilakukan terhadap RUU
Pelindungan Pekerja
Rumah Tangga dan RUU
Perampasan Aset, dimana surpres sudab diterigna DP I tetopi
pembahasan RUU tidak kunjung dijadwalkan,” ko
Se i a Badan Penguru
|mL|h elemen r

eyl Nursyamsi

Ccmru Im \llvn Al
akat telah meng-

u\\nunw ABRIdi e AOnle Baru karena mengatur perluasan
jabatan sipil yang bisa diduduki prajurit TNI.

"Maka, sikap DPR menghentikan pembahasan RUU TNI
penting, begitu pula Presiden. Sebab. RUU TNI ini akan
mengembalikan dwifungsi ABRI, suatu agenda pada masa
Orde Baru yang kita tolak pada masa reformasi dan (sudah)
diatur dalam TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Nomor VI Tahun 2000),” Al Araf.

Langgar nilai demokrasi

Ia melanjutkan. di negara demokrasi. harus ada pem
antara, domain sipil dan mil; Sebab, milil |ler anJn.hL dibi
rsiapkan menghadapi perang, bukan mengerj
ang berorientasi lmu.l pelayanan publik.

da ter di luar
bidang pertahan: ata kelola
dan nilai negara demoki lagi di era
otoritarian seperti ma A Orde Bara dulu, di mana militer hadir
di setiap lini kehidupan masyarakat.” tutur Al Ar:

Dalam kondisi tertentu, lanjutnya. pelibatan TNI di luar
sektor pertahanan memang dimungkinkan. Akan tetapi,
harusnya menjadi tugas perbantuan yang diatur dengan
aturan main yang ketat, jelas, dan sesuai kaidah demokrasi
Alih-alih membentuk aturan din ud melalui UU Tugas
Perbantuan, pembentuk UU justru melonggarkan peraturan
dan memperluas peran TNT pada berbagai jabatan sipil.

Ta pun menilai keliru pernyataan Panglima TNT Jenderal
Agus Subiyanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/6).
Pasalnya, tak sejalan dengan semangat reformasi 1998 yang
ABRI melalui TAP
MPR No IV/2000. Kemudian diperkuat Pasal 30 Ayat (3) UUD
1945 yang menegaskan fungsi TNT mempertahankan, me-
lindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Pada Kamis. Agus Subiyanto mengakui pentingnya revisi
UU TN Menurut dia, revisi yang salah satunya mengatur soal
perluasan jabatan yang bisa diisi prajurit memang diperlukan.
Sebab, selama ini permintaan kepada prajurit untuk me-
ngerjakan tug ktor nonpertahanan terus berdatangan.
2 k-anak di Papua serta memberi-

N Lebih dari

bangun perusal asiun pemancar dan penerima (BTS),
tentara juga dibutuhkan sebagai pasukan pengamanan.

Di tengah konteks itu, menurut Agus, kekhawatiran publik
ingsi ABRI seperti di era Orde Baru
karang bukan dwifungsi ABRI lagi.
g RI, semuanya kita,”

Agus pun membantah perluasan j
TNT sebagai jalan pintas menyel n banyaknya
perwira nonjob di NI Profesionalitas TNT pun diklaim tidak
akan menurun jika terlalu banyak pekerjaan nonpertahanan
yang diemban. Hal itu, kata Agus, semata dilakukan untuk
membantu program pemerintah, (NIA)

batan melalui revisi UU




